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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Iltsbat Nikah
yang diajukan oleh:
Haming bin Daeng Maroga, umur 54 tahun, agama Islam, pendidi-kan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tammerimbi, Desa
Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai
Pemohon |;

Arni binti basir, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di Dusun Tammerimbi, Desa Kabiraan,
Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon ii;
Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin
tanggal 07 Nopember 2016 dengan register Nomor 490/Pdt.P/2016/PA.M; telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 10 Agustus 1987 di Dusun Tammerimbi, Desa Kabiraan,
Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah
kandung Pemohon Il bernama Basir, yang dinikahkan oleh Imam Masjid
Tammerimbi, bernama Bado, dengan maskawin berupa tanah 1 hektar
dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bemama

Samaelo dan Simo;
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2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halan

melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernilg

Pemohon | dengan Pemohon I;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus duda cerai dan Pemohon i
berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai
5 orang anak, masing-masing bernama :

- Halima binti Haming, umur 25 tahun

- Yoga bin Haming, umur 23 tahun

- Lianah binti Haming, umur 21 tahun

- Albar bin haming, umur 12 tahun

- Muh. Farid bin Haming, umur 10 tahun;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melaporkan pernikahannya kepada
pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam
tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk
mengurus akta kelahiran anak pemohon | dan pemohon Il serta keperluan
lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim Tunggal yang
memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Haming bin Daeng Maroga
dengan Pemohon II, Amni binti basir yang dilaksanakan pada tanggal 10
Agustus 1987 di Dusun Tammerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda,
Kabupaten Majene;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :
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- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpena‘g\pat lain,
»\’\\
Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 10 Nopember 2018
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan

keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan

ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan
bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605053001080050, tanggal 13 Desember
2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hunding bin Fattah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l adalah suami isteri dan saksi tahu
akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1987 di Dusun
Tammerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten
Majene;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon II adalah Bado
sebagai Imam Masjid Tammerimbi;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Basir selaku ayah kandung
Pemohon Il , disaksikan oleh Samaelo dan Simo dengan mahar tanah 1

hektar dibayar tunai;
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Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus duda cerai dan Perﬁdhoh II
adalah gadis; ' :
Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan meﬁikéh
menurut Hukum Islam;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah untuk
mengurus akta kelahiran anak pemohon | dan pemohon I serta

keperluan fainnya;

2. Jekki bin Landai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon il menikah di Dusun
Tammerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene
pada tanggal 10 Agustus 1987 yang dinikahkan oleh Imam Masjid
Tammerimbi bernama Bado;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I
bernama Basir;

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Samaelo dan Simo dengan
mahar berupa tanah 1 hektar dibayar tunai;

Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus duda cerai dan Pemohon Ii
berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon |l tidak ada halangan menikah
menurut Hukum Islam;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l mengajukan itsbat nikah untuk
mengurus akta kelahiran anak pemohon | dan pemohon Il serta

keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang

isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala

yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohg
sebagaimana yang telah diuraikan di atas; s

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dalam Pelayanan Terpadu
Sidang Keliling dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta
Kelahiran, maka berdasarkan maksud Pasal 12 ayat 4 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, pemeriksaan perkara ini dapat
dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah
diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah
tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan
pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan lItsbat Nikah
dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon | dan Pemohon Ii adalah
suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1987 di Dusun Tammerimbi,
Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh
Bado sebagai Imam Masjid Tammerimbi, dengan wali nikah adalah Basir selaku
ayah kandung Pemohon 1l , disaksikan oleh Samaelo dan Simo, dengan mahar
berupa tanah 1 hektar dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :

- Halima binti Haming, umur 25 tahun

- Yoga bin Haming, umur 23 tahun

- Lianah binti Haming, umur 21 tahun

- Albar bin haming, umur 12 tahun

- Muh. Farid bin Haming, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para
Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon | dan pemohon il serta
keperiuan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang

perkawinannya,
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Menimbang, bahwa dari dalil-dalili dan pengakuan para Perrgehon' di

persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini?‘.’{""qal
apakah perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il yang dilaksanakan pada té%g
10 Agustus 1987 di Dusun Tammerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda,

Kabupaten Majene sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon telah
mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oieh
Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap
pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu
keluarga dimana Pemohon | sebagai kepala keluarga dan Pemohon |l sebagai
istri, felevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak
ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti
tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon | dengan Pemohon |l secara
administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama Hunding bin Fattah
dan saksi 2 bernama Jekki bin Landai, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak
satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga
keduanya telah memenubhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal
145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui
peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai
pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan
kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat
sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan
oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat
bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan
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-,
saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberat

NS

waktu menikah Pemohon | berstatus duda cerai sedangkan Pemohon I
Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam
permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum
dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 10 Agustus 1987 di Dusun Tammerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan
Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon ||
bernama Basir yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid
Tammerimbi bernama Bado, dengan maskawin berupa tanah 1 hektar
dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama
Samaelo dan Simo;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus duda cerai dan Pemohon }i
berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan menikah
secara hukum;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon l;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim
Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan
Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30
Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak
melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga
berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya
kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak mengurus Buku Nikahnya setelah
proses pernikahan selesai dengan cara melaporkan peristiwa nikahnya pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
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Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat diBu'I)d .

B
e

atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yand" i
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak zj\apai
dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya adalah sebagaimana maksud

-

sermes™

Pasal 7 ayat (3) huruf () Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas,
maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama
sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ct_J.mg Al A__t8lal 8 J—ly g
Artinya :“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 10
Agustus 1987 di Dusun Tammerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda,
Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Haming bin Daeng Maroga
dengan Pemohon I, Arni binti basir yang dilaksanakan pada tanggal 10
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Agustus 1987 di Dusun Tammerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan UIumandé, :
Kabupaten Majene;

3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.
91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember
2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Dwi
Anugerah, S.H.l, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama
Majene, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hij.
Nasriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya™
Pendaftaran :Rp  30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00

- Panggilan :Rp 0,00
- Redaksi :Rp 5.000,00
-_Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 91.000,00
(sembilan puluh satu riburupiah).
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